
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1004, 2018 KEMENSOS.Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional. 

Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR    13   TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 15 TAHUN 2012 

TENTANG PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika sosial di masyarakat 

dalam penganugerahan Gelar terdapat materi yang belum 

diakomodasi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan 

Nasional, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar 

Pahlawan Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, 

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5115); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724); 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 15 TAHUN 2012 

TENTANG PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 

15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga 

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

(1) Dalam hal permohonan usulan pemberian Gelar 

Pahlawan Nasional ditolak berdasarkan 

pertimbangan TP2GP, Menteri memberitahukan 

kepada pengusul disertai alasan penolakan. 

(2) Pengusul dapat mengajukan kembali permohonan 

pengusulan Gelar dari awal paling singkat dalam 

jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 

penolakan dan hanya diberikan kesempatan 1 (satu) 

kali. 

(3) Dalam hal pengusulan Gelar Pahlawan Nasional 

sudah 2 (dua) kali tidak memenuhi syarat, Pengusul 

diberikan 1 (satu) kesempatan lagi untuk 

mengusulkan kembali Gelar Pahlawan Nasional 

dengan melampirkan data/dokumen baru. 

(4) Data/dokumen baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berisikan mengenai keakuratan perjuangan 

calon Pahlawan Nasional yang diusulkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

 

Pasal II  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juli 2018    

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

IDRUS MARHAM 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Juli 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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